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Abstract

This article seeks to analyze education policy in Indonesia and make an in-depth
comparison on the aspects of curriculum, human resource management, and
infrastructure as well as its relation to the implementation of the concept of
multiculturalism in history learning. Furthermore, this article describes the
educational policies used in Indonesia and the problems that occur. Then the
researcher compares it with the education policy in Finland, which is included in
the category of countries with the best quality of education in the world. Based on
this, the research problems can be formulated as follows: (1) how is the education
policy in Finland?, (2) how is the education policy in Indonesia?, (3) how is the
difference between education policy in Indonesia and Finland?, (4) how is the
implementation of multiculturalism in history learning?. As for the collection of
data sources, researchers use literature sources by conducting literature reviews
from relevant scientific sources and then analyzed using simple and
communicative sentences for easy understanding. The purposes of writing this
article are: (1) to fulfill the requirements of the History of International Relations
course assignment, (2) to know the comparison of education policies in Indonesia

and Finland, (3) to understand multicultural education and the implementation of
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multiculturalism in history learning, (4) to be used as reference material for
Indonesia to further improve the quality of education by transforming education
policies that are tailored to the characteristics, opportunities, and challenges of
existing education and can adopt policies enacted by the country of Finalndia

which has proven successful in improving education in its own country.

Keywords: Education Policy, Multiculturalism, History Learning, Indonesia,

Finland

PENDAHULUAN

Kolaborasi dalam lingkup internasional memang sangat dibutuhkan oleh
suatu negara dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Secara
keseluruhan, pendidikan mencakup peran dan tanggung jawab untuk
meningkatkan dan melestarikan martabat manusia dengan menyebarluaskan nilai-
nilai pengetahuan dan keterampilan (Hayati et al., 2024). Proses pendidikan pada
dasarnya memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa supaya mampu
menghadapi realitas yang ada di dunia. Pendidikan juga menjadi salah satu
indikator utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu
bangsa. Pada umumnya, pendidikan diartikan sebagai upaya memajukan budi
pekerti, pikiran, dan tubuh anak (Ratmelia, 2018). Pendidikan merupakan suatu
proses pembudayaan yang tidak hanya diorientasikan untuk mengembangkan
pribadi individu lebih baik, tetapi juga menjadi masyarakat yang baik. Dalam hal
ini, pendidikan tentunya membantu individu untuk mengenal potensi yang mereka
miliki supaya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan dirinya,
lingkungannya, dan bangsanya di masa yang akan datang (Musyadad et al., 2022).
Kemudian, hendaknya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mampu untuk
mengolah daya pikir, karsa, rasa, dan raga individu supaya dapat memperkaya
kebudayaan bangsa, seperti sistem pengetahuan, nilai, dan perilaku bersama (Yudi,
2020). Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh umat manusia di

dunia, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
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Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu
usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran
dan kondisi belajar yang berkualitas agar peserta didik dapat secara aktif
mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti kepribadian, pengendalian diri,
akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan
juga negara (Muslim et al., 2021). Menurut Schinkel et al (2016) menyatakan
bahwa pendidikan juga mampu memberikan kontribusi pada makna hidup
seseorang dengan meningkatkan kondisi kehidupan seseorang tersebut, sehingga
dapat lebih baik dari sebelumnya. Tentu, dalam penerapan pendidikan dalam
kehidupan seseorang, maka dibutunhkan suatu kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah dan hal tersebut dapat disebut dengan kebijakan pendidikan.
Kebijakan pendidikan merupakan salah satu agenda dari pemerintah di
seluruh dunia yang mana berbentuk sekumpulan peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan oleh institusi lembaga pendidikan
sekaligus menjadi sebuah perencanaan dan pedoman dalam pengambilan
keputusan agar tujuan pendidikan dari suatu negara dapat terwujud (Bell &
Stevenson, 2006). Kebijakan pendidikan menjadi penentu arah perkembangan
pendidikan bangsa Indonesia (Swastika et al., 2016). Menurut Viennet & Pont
(2017) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan program yang
ditumbuhkembangkan oleh otoritas publik, diarahkan kepada para aktot
pendidikan, diinformasikan oleg nilai serta ide-ide, dan dilaksanakan oleh para
professional dan administrator pendidikan. Kebijakan dan pendidikan merupakan
dua istilah yang berbeda dan masing-masingnya memiliki arti yang penting.
Kebijakan dalah seperangkat tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan harus
diikuti oleh seorang pelaku untuk memecahkan masalah yang ada (Saleh, 2020).
Merentek et al (2023) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan bagian dari
perencanaan yang membantu lembaga pemerintah, kelompok, aktor dalam bidang
pendidikan, ataupun pejabat untuk membuat keputusan mengenai sumber daya,
tenaga, waktu guna mencapai tujuan pendidikan yang berkaitan erat dengan
perencanaan sumber daya manusia di dalamnya. Lebih lanjut, kebijakan

pendidikan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk memecahkan
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permasalahan yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan (Oktavia et al., 2021).
Seiring dengan perkembangan zaman dan pelaksanaan otonomi daerah, sistem
pendidikan nasional dituntut untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian
untukn mewujudkan pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan
kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya pendidikan di
Indonesia masih dimanfaatkan dan menjadi alat dalam kepentingan politik dan
ideologi. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Amri et al (2021)
menyatakan bahwa di Indonesia, antara politik dan pendidikan sangat terikat kuat,
yang mana untuk mempertahankan kekuasaannya, para penguasa sangat
mempengaruhi kegiatan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat setiap tahapan
pemilu, kebijakan pendidikan selalu menjadi sorotan utama dalam persaingan
politik. Setiap terjadi pergantian Menteri, kurikulum pun turut serta berubah yang
kemudian berbagai persoalan muncul manakala konten humanisme tidak
dimasukkan ke dalam kurikulum dan menambah bobot tersendiri bagi orang tua
dalam hal pendanaan sekolah. Mungkin jika pergantian kurikulum terjadi, maka
berarti mengganti buku dan menyebabkan pengeluaran untuk pendidikan dapat
lebih banyak dari sebelumnya (Ishak, 2022). Tantangan pendidikan di Indonesia
sebagai negara berkembang sangat banyak dan perlu untuk dikaji lebih dalam,
seperti persoalan sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai,
dan juga terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarakatnya (Supriandi et
al., 2023). Tidak sampai disitu, persoalan pendidikan di Indonesia lainnya, yakni
persoalan kurikulum, kualitas kompetensi dari pendidik, sampai dengan aspek
kepemimpinan sekolah yang pada dasarnya harus membentuk citra pendidikan
yang baik, namun malah banyak yang menimbulkan konflik internal antara
pendidik satu dengan yang lainnya juga perlu untuk diperhatikan (Tintingon et al.,
2023).

Kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia perlu dikaji lebih
mendalam supaya dapat menciptakan pendidikan berkualitas bagi generasi bangsa
di masa yang akan datang. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas pula. Dalam kebijakan pendidikan tersebut, antara

kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia dari segi sumber daya
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manusia, sarana prasarana, serta kurikulum yang digunakan seyogyanya perlu
untuk diperbaharui dan ditelisik lebih mendalam seperti kebijakan pendidikan
yang diberlakukan di negara Finlandia. Finlandia dalam beberapa dekade ini
mentransformasikan sistem pendidikan yang dapat menjadikan negaranya sebagai
negara dengan pendidikan terbaik di dunia, yang mana hal tersebut didasarkan
pada hasil tes yang dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic
Cooperation & Development), yakni berupa hasil tes PISA (Programme for
International Students Assessment) yang mana negara Finlandia berada di
kategorin negara teratas dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari science,
reading, dan juga mathematics pada tahun 2015. Sementara Indonesia masih
berada jauh di bawah rata-rata (Adha et al., 2019). Menurut Putra (2015) negara
Finlandia dapat menempati negara dengan sistem Pendidikan terbaik di dunia
dikarenakan pendidikan yang digunakan oleh negara tersebut dilandasi dengan
tanggungjawab, kesetaraan, berbudaya, serta kerjasama, sehingga mampu
mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Hal tersebut bisa dijadikan rujukan
ataupun referensi bagi negara Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas
kebijakan pendidikan yang digunakan dalam segi kurikulum yang disesuaikan
dengan karakteristik masyarakat Indonesia, sarana prasarana yang digunakan
untuk mendorong pendidikan yang berkualitas serta merata sampai daerah 3T, dan
juga manajemen sumber daya manusia yang digunakan, seperti kualifikasi
pendidik atau guru yang dapat mengajar di sekolah dengan melalui tahap
rekrutmen secara adil dan jujur.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk yang
cukup majemuk dengan keanekagaraman suku, bahasa, budaya, agama, ras,
budaya, dan etnisnya. Hal tersebut bisa saja membuat perpecahan dan konflik antar
masyarakat di Indonesia (Wales, 2022). Dengan demikian, perlu adanya
multikulturalisme yang dianggap sebagai solusi tepat karena memiliki konsep
keragaman budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Indonesia perlu mengaddopsi konsep multikulturalisme untuk menghindari konflik
atau perpecahan yang bisa saja terjadi. Multikulturalisme merupakan ungkapan

yang digunakan sebagai cara pandang seseorang terkait berbagai kehidupan di
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dunia ataupun kebijakan yang harus didasari dengan penerimaan akan pluralitas,
keragaman, dan kebhinekaan sebagai realitas yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat (Munif, 2018). Konsep multikulturalisme perlu ditanamkan dan
diinternalisasikan kepada peserta didik di sekolah, yang mana multikulturalisme
ini nantinya akan menjadi penghubung perbedaan-perbedaan yang terdapat di
lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah, sehingga dapat meminimalisir
terjadinya konflik dan perpecahan. Peserta didik nantinya dapat memahami,
menerima, dan menjunjung tinggi perbedaan yang ada pada setiap kalangan di
sekolah (Wales, 2022).

Multikulturalisme juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran sejarah di
kelas. Pembelajaran Sejarah merupakan pembelajaran yang tidak hanya
mempelajari tentang masa lalu, tetapi juga masyarakat di masa lampau. Mulai dari
budaya nya, etnisnya, sukunya, sampai dengan ras yang terdapat di negara
Indonesia. Sejarah merupakan ilmu yang tidak akan tergerus oleh zaman, bahkan
cenderung dinamis mengikuti perkembangan zaman dan dapat digunakan sebagai
landasan hidup untuk menghadapi kenyataan di masa kini maupun di masa yang
akan datang (Nasjum, 2020). Penanaman nilai multikultural dalam pembelajaran
sejarah perlu dilakukan seperti melalui pengembangan model pembelajaran yang
mengintegrasikan nilai-nilai multikultural (Lestariningsih et al., 2018). Nilai-nilai
multikultural dalam materi sejarah dapat diambil contoh berasal dari materi sejarah
tentang interaksi budaya Islam, Hindu, dan Budha. Yang dalam penerapannya,
peserta didik diharapkan tidak hanya mengerti tentang fakta sejarah saja, tetapi
juga dapat memaknai sejarah tersebut untuk saling menghargai perbedaan yang
ada, menjunjung toleransi, dan menyadari bahwa negara Indonesia merupakan
negara yang dibangun atas etnis serta agama yang beragam, sehingga perlu tercipta
keharmonisan berrmasyarakat yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah peserta
didik. Terdapat beberapa ciri-ciri dari pendidikan multikultural sebagai berikut:
a.) Materi pembelajaran yang digunakan ialah mengajarkan nilai-nilai luhur
kemanusiaan, nilai-nilai kempok etnis atau kultural, serta nilai-nilai bangsa.

b.)  Metode yang digunakan dalam pendidikan ini biasanya secara demokratis,

yang menghargai segala aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa serta
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kelompok etnis.

c.)  Evaluasi pembelajaran ditentukan berdasarkan penilaian terhadap tingkah
laku peserta didik yang biasanya meliputi tindakan, apresiasi, dan persepsi
terhadap budaya lainnya (Mahfud, 2013).

d)  Memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berbudaya dan
menciptakan masyarakat yang berbudaya.

Pendidikan multikultural yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah
perlu dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa supaya mampu
memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
(Lestariningsih, 2018). Dalam hal ini, guru pun memiliki peranan penting dalam
pengimplementasian konsep multikultural dalam pembelajaran sejarah. Namun,
tidak adanya penanaman nilai-nilai multikultural yang tercakup dalam kurikulum,
menyebabkan sulitnya para guru untuk mengimplementasikan konsep
multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga, hal tersebut bisa
menjadi sebab dari banyaknya kasus-kasus pembullyan, sikap acuh tak acuh dan
intoleransi, serta konflik antar peserta didik di sekolah. Berdasarkan keterangan
yang telah dijelaskan, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan pendidikan
di Indonesia dan melakukan komparasi dengan kebijakan pendidikan di Finlandia
yang notabenenya menjadi negara terbaik dalam pendidikan berkualitas di dunia,
serta kaitannya dengan pengimplementasian konsep multikulturalisme dalam

pembelajaran sejarah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang dalam
menganalisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang digunakan untuk mengamati kondisi objek alamiah, yang mana
dalam hal ini peneliti lah yang merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).
Menurut Nasution (2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki
tujuan untuk memahami fenomena dan melakukan deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif yang berfokus secara deskriptif dan tidak dituliskan dalam bentuk
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statistik. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menjelaskan sebuah
peristiwa atau fenomena sosial yang fenomenanya tidak dapat diukur secara
numerik, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan
pada kealamian sumber yang didapatkan (Fadli, 2021). Metode penelitian
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari
perilaku atau peristiwa yang diamati oleh peneliti (Bogden & Biklen, 1992). Hal
tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Nugrahani (2014) yang menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang data temuannya tidak
diperoleh melalui bentuk statistik, tetapi lebih merujuk pada analisis data secara
non-matematis.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, sehingga memiliki
tujuan untuk melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang
telah ditelaah, kemudian dianalisis secara interaktif oleh peneliti dengan tahapan
yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan (Rijali, 2019). Selanjutnya, penulis melakukan tahapan dalam
penelitian kualitatif sebagai berikut: (1) pengumpulan data, yang mana data
didapatkan dari buku, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis yang kredibel dan
relevan, sesuai dengan tema kajian, (2) peneliti melakukan pengolahan data dengan
menjelaskan secara akurat dan singkat korelasi antar informasi yang telah didapat,
(3) peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat fleksibel, (4)
pengujian keabsahan melalui triangulasi data, dan terakhir (5) peneliti menarik
kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan secara logis dan sistematis
(Syahputra et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara Indonesia seringkali
mengalami perubahan yang cukup signifikan dan membuat masyarakat
kebingungan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemeirntah. Bahkan,
dalam rentang 71 tahun sejak tahun 1947, Indonesia telah melakukan pergantian

dan perubahan kurikulum sebanyak 10 kali dengan tujuan untuk meningkatkan
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kualitas pendidikan. Adha et al (2019) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia
sedang berkembang menuju social education 5.0 dari era revolusi industri 4.0.
Terlebih lagi sejarah di masa lampau yakni pasca Orde Baru, terjadi perubahan
mendasar dalam bidang pendidikan, bergesernya paradigma pendidikan akibat
adanya modifikasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang tentunya
akan dipengaruhi oleh transformasi paradigma yang lama menjadi paradigma baru
(Adnani et al., 2023). Tanggungjawab pemerintah adalah melakukan penetapan
terhadap kebijakan pendidikan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan
suatu negara yang menunjang kesejahteraan. Tentu, dalam hal ini kurikulum
pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan kurikulum negara Indonesia telah mengalami revisi secara berkala. Perubahan
kebijakan pendidikan yang dilakukan Indonesia yang cukup signifikan ialah
penghentian dan penghapusan kebijakan Ujian Nasional (UN), kemudian
penghentian sementara kurikulum 2013, bantuan siswa kurang mampu atau Kartu
Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai perubahan kebijakan lainnya yang membuat
banyak sekali protes dan gejolak dari masyarakat, terutama para guru kepada
pemerintah (Rozak, 2021). Tintingon et al (2023) menyatakan bahwa berbagai
permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perubahan ataupun pergantian
kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti biaya pendidikan, kompetensi guru,
sertifikasi guru, dan juga pendidikan gratis seringkali menjadi pemabahasan utama
dalam setiap perbincangan karena biasanya isu-isu tersebut akan pula memberikan
dampak yang siginfikan terkait kebijakan operasional yang dijalankan. Pergeseran,
pergantian, serta perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia sering terjadi
sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan. Namun, output yang dihasilkan
pun belum dapat memenuhi tuntutan era globalisasi pada masa kini. Sehingga,
tatanan persekolahan dan pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu untuk
diperbaiki dan ditingkatkan kembali supaya dapat memenuhi tantangan globalisasi
sekaligus perubahan zaman yang sedang berlangsung. Seperti contoh, ketika pada
tahun 2020, Indonesia mengalami perubahan kebijakan pendidikan dari yang
biasanya peserta didik datang ke sekolah untuk belajar, saat pandemi Covid,

peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Hal tersebut
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mengakibatkan banyaknya peserta didik yang tidak dapat memaksimalkan
pembelajaran daring karena berbagai macam alasan, sehingga perlu adanya upaya
untuk mengubah dan memperbaiki pula kerangka strategi dalam pengajaran untuk
meminimalisir berbagai masalah sarurat yang kerap kali terjadi di negara Indonesia
(Jaysurrohman et al., 2021).

Pendidikan Indonesia yang sedang memasuki social education 5.0
mengisyaratkan di dalamnya agar penerapan pendidikan bisa dilaksanakan secara
demokratis, adil, tidak diskriminatif dan dapat menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia, nilai kultural, nilai keagamaan, serta kemajemukan bangsa (Parker &
Raihani, 2011). UU SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4, menjelaskan
bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan emosional, fisik, mental,
intelektual, sosial, atau tinggal di daerah terpencil, masyarakat adat terpencil, serta
warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa berhak
memperoleh pendidikan. Dalam hal ini, secara tersirat lembaga pendidikan
nasional begitu antusiasi untuk melakukan kompetisi, memilih peserta didik yang
memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata dibandingkan siswa yang
memiliki potensi dibawah rata-rata. Pemilihan peserta didik juga cukup rumit,
yang mana peserta didik yang akan memasuki pendidikan dasar, minimal berumur
6 tahun ataupun 5,5 tahun jika disertai dengan rekomendasi tertulis dari psikologi
professional. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan pula
tenaga pendidik atau guru yang berkualitas dan kompeten dalam memberikan
pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik. Mengacu pada UU
SISDIKNAS pasal 39 ayat 2, pendidik adalah tenaga professional yang memiliki
tugas sebagai perencana, pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil belajar,
pelaksana pelatihan, dan juga melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Guru di Indonesia
harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang mampu mendukung
tercapainya tujuan pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta maampu menjadi
agen pembelajaran yang kompeten (Blazar & Kraft, 2017). Dalam hal ini,
PERMENDIKNAS Nomor 6 tahun 2007 menjelaskan tentang standar kompetensi
tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD hingga jenjang SMA sekurang-
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kurangnya ialah Diploma 4 sesuai dengan bidangnya. Proses rekrutmen guru di
sekolah, tentu harus dijalankan sesuai dengan prosedur perekrutan dikarenakan
guru yang baik dihasilkan dari proses rekrutmen yang baik pula. Hanya saja, proses
perekrutan guru di sekolah Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan
aturan, misalnya banyak guru yang mengajar di sekolah, tetapi tidak sesuai dengan
bidang keilmuannya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kegiatan
pendidikan itu sendiri sekaligus bertentangan dengan peraturan standar kualifikasi
akademik dan kompetensi guru yang diatur olehn BSNP (Badan Standar Nasional
Pendidikan). Kemudian mengenai sarana dan prasarana yang digunakan oleh
Indonesia tidak begitu maksimal untuk mendukung kebijakan pendidikan yang
berkualitas.

Adha et al (2019) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan
guru di Indonesia dengan di negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik,
yakni Finlandia sangat berbeda, yang mana seluruh proses pembelajaran di
pendidikan Indonesia monoton; peserta didik hanya duduk manis di bangku dan
pendidik berceramah di depan kelas. Proses belajar tersebut membuat peserta didik
lebih cepat bosan dengan belajar karena tidak bisa bebas berekspresi. Untuk buku-
buku pembelajaran sendiri, banyak peristiwa keterlambatan kedatangan buku-
buku yang disediakan oleh pemerintah sehingga membuat kegiatan belajar peserta
didik terhambat. Tidak sampai disitu, sekolah-sekolah berkualitas yang terdapat di
Indonesia sebagian besar diperuntukkan bagi peserta didi yang mempunyai orang
tua dengan berpenghasilan tinggi saja (Adha et al., 2019). Sekolah-sekolah
berkualitas tersebut identik dengan biaya pendidikan yang tinggi pula dan hal
tersebut cukup memberatkan bagi para orang tua yang memiliki penghasilan
rendah, namun di satu sisi ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya
(Widodo, 2016).

Kebijakan Pendidikan di Finlandia
Berbeda dengan kebijakan pendidikan di Indonesia seperti yang telah
dijelaskan, kebijakan pendidikan di Finlandia tidak melakukan kompetisi dalam

memilih peserta didik, yang mana negara Finlandia memiliki prinsip bahwa
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kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting
untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik di Finlandia. Pemerintah
mengupayakan kesejahteraan intelektual, fisik, ekonomi melalui akses pendidikan
yang mudah bagi warga negara nya. Putra (2015) menegaskan bahwa prinsip
kompetisi tidak digunakan dalam pendidikan di negara Finlandia, negara ini
menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan serta menolak pengelolaan
sekolah yang berorientasi pasar. Lebih lanjut, sistem pendidikan yang
dikembangkan oleh Finlandia ialah memabngun nilai kepercayaan dan
tanggungjawab, yang mana terjadi sinergitas antara guru, kepala sekolah, orang
tua, dan komunitas yang terdapat di sekolah untuk memaksimalkan potensi yang
dimiliki oleh peserta didik guna menunjang keterampilan mereka untuk
menghadapai tantangan di era globalisasi seperti di masa kini. Budaya kepercayaan
di Finlandia tersebut terus diperkuat dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang
dipercaya oleh Finlandia bahwa keduanya akan mampu bersaing di taraf
internasional (Putra, 2015).

Rekrutmen tenaga pendidik yang dilakukan oleh negara Finlandia pun
sangat berbeda dengan rekrutmen yang dilakukan oleh Indonesia. Negara
Finlandia memberlakukan kualifikasi akademik guru di Finlandia yang paling
dasar adalah master. Bahkan, untuk menjadi seorang guru di Finlandia, mahasiswa
harus melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan ujian kompetensi yang
berkaitan dengan problem solving, tahap kedua adalah tahap wawancara;
melakukan simulasi pemecahan masalah, dan tahap ketiga adalah penentu apakah
seseorang tersebut bisa menjadi guru atau tidak. Goodill (2017) menyatakan bahwa
guru di Finlandia diarahkan untuk memiliki kompetensi religi yang kuat melalui
pendalaman iman yang dididik oleh pemimpin agamanya masing-masing.
Kemudian, untuk pemilihan peserta didik nya juga tidak serumit pemilihan peserta
didik yang digunakan oleh Indonesia. Finlandia memberlakukan persyaratan
utama peserta didik ialah harus mencapai usia 7 tahun ketika memasuki pendidikan
dasar dan peserta didik dinilai telah cukup mampu melaksanakan aktivitas fisik
dan otak. Kurikulum negara Finlandia di susun oleh The National Board of

Education yakni badan yang memiliki tugas untuk menyusun kurikulum inti secara
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nasional (Finnish National Agency for Education, 2018).

Negara Finlandia lebih menekankan pada penguasaan bahasa dan sastra
kepada peserta didiknya. Kemudian, pemerintah Finlandia juga tidak
memberlakukan sistem tinggal kelas seperti kebijakan yang dilakukan di
pendidikan Indonesia. Alasan utamanya ialah Finlandia ingin menjaga kesetaraan
dan mental para peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas juga
jauh berbeda dengan proses belajar yang diakukan di Indonesia, di Finlandia, guru
membebaskan peserta didik untuk menemukan gaya belajar mereka sendiri dan
apabila peserta didik merasa bosan, maka guru menyarankan kepada peserta didik
untuk bermain. Kasihadi (2016) menyatakan bahwa pendidikan di Finlandia
senantiasa memberikan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pemecahan
masalah, terutama dalam ilmu eksakta. Berbeda dengan pendidikan di Indonesia
yang sangat kental dengan adanya kompetisi rangking pada peserta didik.
Perbedaan yang cukup mencolok ialah mengenai hari efektif sekolah di Finlandia
sebanyak 190 hari/tahun, sedangkan di Indonesia sebanyak 230 hari/tahun dengan
peserta didik di Indonesia masih dibebankan dengan adanya tugas atau Pekerjaan
Rumah (PR) dari guru. Sementara pendidikan di negara Finlandia tidak
membebankan tugas kepada peserta didiknya. Mengenai sarana dan prasarana
untuk menunjang berkualitasnya pendidikan di negara Finlandia ialah terdapat
fasilitas bimbingan konseling wajib yang ditujukan pada peserta didik dan untuk
peserta didik yang membutuhkan fasilitas khusus pun akan diutamakan dan tidak
dibedakan sekolahnya. Berbeda dengan di Indonesia, peserta didik yang
membutuhkan penanganan khusus tidak bersekolah di sekolah umum, melainkan
di Sekolah Luar Biasa (SLB). Peserta didik di Finlandia mendapatkan makan siang
secara gratis dengan makanan yang bergizi tinggi dari pemerintah dikarenakan
negara tersebut yakin bahwa kecerdasan peserta didik juga dipengaruhi dengan
asupan gizi yang baik. Buku pembelajaran juga diberikan secara gratis dari pihak
sekolah dengan pendistribusian yang tepat waktu agar meminimalisir
terhambatnya kegiatan belajar peserta didik.

Dalam bidang pendidikan, negara Finlandia sangat serius untuk senantiasa

meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Membangun hubungan secara
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internasional menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kualitas mutu pendidikan
yang optimal. Begitu pula dengan Indonesia yang telah melakukan hubungan
internasional seperti yang dilakukan oleh Finlandia. Berdasarkan hal tersebut,
kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia seyogya
nya perlu untuk ditelaah lebih lanjut supaya dapat diperbaiki agar kualitas
pendidikan di negara Indonesia lebih meningkat secara signifikan, mulai dari
kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Indonesia, sarana prasarana untuk
mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia, sampai dengan manajemen
sumber daya manusia dalam pendidikan seperti guru maupun dosen yang perlu
dioptimalkan potensi nya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati

dan disesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat negara Indonesia.

Pendidikan Multikultural

Multikultural merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan
suatu pandangan seseorang mengenai ragam kehidupan yang terdapat di dunia,
seperti kebijakan kebudayaan, adanya kehidupan bermasyarakat yang menyangkut
pada nilai-nilai politik, sistem, dan kebiasaan yang dianut (Lestariningsih, 2018).
Meningat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan dihuni
oleh warga negara yang berasal dari berbagai macam etnis, ras, suku, budaya,
bahasa nya, maka tidak heran jika Indonesia perlu menggunakan konsep
multikulturalisme dan memberlakukan pendidikan multikultural di sekolah untuk
memberikan kesadaran dan pemahaman tentang multikultural pada peserta didik
serta turut serta meminimalisir terjadinya perpecahan dan konflik. Pendidikan
merupakan bagian dari proses untuk “memanusiakan manusia” yang dimana dalam
hal ini, manusia itu mampu untuk memahami dirinya, orang lain, alam, dan
lingkungan budaya nya (Azzahra et al., 2023). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya.

Pendidikan Multikultural merupakan aspek yang cukup penting dalam
sistem pendidikan yang semakin relevan dengan era globalisasi di masa Kkini.
Pendidikan Multikultural menekankan konsep pada penghargaan, pengakuan,

integrasi keanekaragaman budaya, agama, etnis, serta latar belakang sosial yang
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terdapat dalam lingkungan pendidiikan (Banks, 2010). Adapun tujuan
dilaksanakannya pendidikan multikultural ialah mampu menciptakan lingkungan
belajar yang inklusif dan mampu menghormati keberagaman, mempersiapkan
peserta didik supaya dapat menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan luas
dan empati yang tinggi terhadap budaya yang dimiliki oleh negara nya (Nicto,
2017). Pendidikan multikultural semakin gencar untuk dilakukan dikarenakan arus
globalisasi yang telah banyak menghapuskan batas-batas geografis sehingga
membawa interaksi antarbudaya yang lebih intens (Gay, 2018). Pendidikan
Multikultural dilakukan untuk mencapai persamaan pendidikan, mengembangkan
kurikulum yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya yang didasarkan
atas nilai-nilai demokratis. Dalam hal ini, terdapat tiga elemen dalam pendidikan
multikultural, yang pertama adalah pendidikan ini mengaskan identitas kultural
seseorang dengan mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Kedua,
menhormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar mengenai etnik
ataupun kebudayaan lainnya. Ketiga, menilai dan merasa senang dengan
perbedaan kebudayaan yang ada dengan memandang keberadaan dari kelompok-
kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan
yang bermakna positif untuk dipelihara. Sehingga, atas penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan
pendidikan dan pengajaran yang di desain untuk memberikan pemahaman agar
saling menghargai, menghormati, dan mampu merespons budaya di dalam konteks
pembelajaran. Pendidikan Multikultural ini juga sudah seyogya nya dapat
dikembangkan secara masif agar masyarakat Indonesia; peserta didik sekolah
mampu untuk memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama
manusia, yang tidak hanya sebatas menghargai perbedaan, tetapi juga menjaga
keharmonisan, memiliki etika dalam berpendapat kepada kelompok lain,
menjunjung tinggi asas kemanusiaan, sehingga diharapkan kelak nantinya mampu

mencapai kejayaan di negara Indonesia yang beragam ini (Azzahra, 2023).

Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah

Multikulturalisme  muncul pada tahun 1970-an, yang mana
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multikulturalisme telah masuk ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Rahman
et al (2021) menyatakan bahwa multikultural muncul di berbagai aspek kehidupan
manusia dengan meyakini jika pengakuan dan transformasi multikulturalisme akan
menjunjung tinggi nilai dalam masyarakat yang harmonis dan toleran terhadap
sesama. Indonesia perlu mengadopsi konsep multikulturalisme dikarenakan
bangsa ini memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan etnis.
Multikulturalisme bukan hanya sekadar wacana, tetapi ideologi yang harus
diperjuangkan dan dipertahan karena sangat dibutuhkan sebagai landasan tegaknya
demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya (Prasetyo, 2021).
Multikulturalisme dalam pendidikan dapat diarahkan untuk membangun karakter
peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga peserta didik
tersebut dapat menjunjung tinggi kemerdekaan, perbedaan, dan sikap toleransi
yang kelak harapannya akan melahirkan generasi dengan motivasi tinggi dan siap
untuk menghadapi perkembangan zaman (Hidayat, 2019). Perlu diketahui bahwa
pendidikan multikultural dalam Kurikulum 2013 tidak berdiri sendiri terutama
dalam penerapannya di Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi pendidikan
multikultural dapat diintegrasikan dalam pembelajaran yang ada, yakni
pembelajaran sejarah (Ekwandari et al., 2020).

Pembelajaran adalah kegiatan belajar dan mengajar yang aktif antara guru
dengan peserta didik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas secara
sistematis dan terencana (Mutmainah et al., 2019). Pembelajaran sejarah yang
ideal ialah pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik
untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah dengan optimal (Kristanti et al.,
2019). Pembelajaran sejarah yang digunakan dan memiliki tujuan menemukan
penyebab dan akibat dari terjadinya suatu peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang, maka diharapkan seseorang tiu dapat menghubungkannya dalam
kehidupan di masa kini (Ekwandari et al., 2020). Pembelajaran sejarah memiliki
berbagai materi yang dapat diajarkan kepada peserta didik, salah satunya mengenai
materi Sejarah Lokal. Berbicara mengenai sejarah lokal, tentu tidak terlepas dari
kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sumber dalam pendidikan

sejarah (Ufie, 2014). Sehingga, dalam pendidikan sejarah perlu adanya
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pengembangan kurikulum yang memperhatikan keragaman yang terdapat di dalam
masyarakat. Tidak sampai disitu, pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas lebih
menekankan kepada peserta didik untuk kreatif, sehingga pendidik diharapkan
mampu untuk menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik melalui
pembelajaran yang berlangsung agar mampu merekonstruksi materi yang
diajarkan dengan baik (Puji, 2020). Pengembangan kurikulum dalam setiap
jenjang juga sudah semestinya memiliki konsep pendidikan multikultural yang
dipandang dan dapat dijadikan sebagai landasan sosial dalam pendidikan sejarah
dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pluralis, humanis, dan demokratis untuk
diajarkan kepada para peserta didik dalam mata Pelajaran sejarah di sekolah.
Dalam hal ini, seyogya nya guru mampu untuk menerjemahkan nilai multikultural
secara lebih konkrit. Misalnya pada topik materi kebangkitan nasional, yang
dimana materi tersebut memiliki nilai-nilai yang hendak disampaikan, seperti nilai
kebersamaan, toleransi, gotong royong, rasa senasib dan sepenanggungan dari para
tokoh-tokoh pejuang bangkitnya nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebutlah
yang akan memberikan semangat dalam membentuk sikap untuk membangkitkan
rasa nasionalisme kebangsaan dalam diri peserta didik melalui pembelajaran
sejarah. Kemudian, kelokalan dalam konteks filosofi budaya, yang mana tradisi
lokal telah menjadi kekuatan sekaligus penuntun kehidupan bersama masyarakat
lokal yang juga menjadi sumber dalam pembelajaran sejarah. Misalnya, nilai
budaya Pesta Lomban di Kabupaten Jepara, memiliki semangat untuk membuat
hidup menjadi lebih baik, meningkatkan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, toleransi dengan sesama umat manusia, semangat gotong royong antar
masyarakat Kabupaten Jepara, dan nilai budaya lainnya. Kearifan lokal sendiri
merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lingkungan
baik secara Rohani maupun jasmani, atau dengan kata lain bahwa kearifan lokal
merupakan jawaban terhadap situasi historis, geografis-geopolitis yang bersifat
lokal (Ufie, 2014). Dalam hal ini, maka pembelajaran sejarah bukan lagi hanya
sekadar melakukan pengajaran pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga
transfer of value atau memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terdapat di

dalam masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan pelajaran terkait
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multikulturalisme saja pada peserta didik, namun juga membentuk karakter peserta
didik agar lebih memahami dan menjunjung tinggi keberagaman yang ada.

Ufie (2014) menyatakan bahwa pendekatan multikultural hendaknya dapat
membantu kurikulum sejarah manakala menetapkan prinsip-prinsip kurikulum
dalam proses pembelajaran sejarah, sehingga dapat memaksimalkan potensi
peserta didik untuk memahami dan mempelajari lingkungan budaya yang dapat
dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk bisa menjadi lebih baik
dari masa lampau. Sehingga, penyelenggaraan pendidikan multikultur yang
berdasar pada kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran sejarah di SMA, bisa
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tersebut dengan optimal. Dengan adanya
nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, diharapkan bangsa
Indonesia memiliki lebih banyak generasi muda yang sadar dan menjunjung tinggi
sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta
dapat juga menciptakan perdamaian dunia yang maksimal. Selain itu, generasi
muda juga dapat melek akan pendidikan yang berkualitas supaya dapat

menciptakan generasi yang berkualitas pula bagi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan pengajaran dan
pelajaran kepada seseorang agar kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya.
Melalui pendidikan pula, seseorang bisa belajar menjadi manusia yang berguna
dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Untuk
mencapai hal tersebut, maka kebijakan pendidikan yang diberlakukan juga harus
sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat suatu negara itu sendiri serta berkualitas.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa berdasarkan hasil tes PISA (Programme for
International Students Assessment) Indonesia berada di bawah rata-rata suatu
negara dikategorikan memiliki pendidikan yang berkualitas. Berbeda halnya
dengan negara Finlandia yang dikategorikan sebagai negara dengan pendidikan
berkualitas terbaik di dunia. Negara Finlandia sendiri dalam menjalankan
pendidikannya, menggunakan dan mengedepankan nilai kesetaraan, keadilan,

kepercayaan, tanggungjawab, kerjasama, serta kolaborasi. Lebih lanjut, Finlandia

P-ISSN: 2252-4673
E-ISSN: 2964-9269
Volume 8, Issue 1
Juni 2024

36


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1442548411

Historic

juga memberlakukan manajemen sumber daya manusia yang mana akan menjadi
tenaga pendidik di sana, seseorang yang ingin menjadi guru sekolah di Finlandia,
pendidikan terakhir sekurang-kurangnya adalah S2 dan harus melewati tahapan
requirements yang cukup rumit. Pendidikan di Finlandia juga tidak memebankan
peserta didik akan tugas dan untuk kualifikasi peserta didik yang masuk ke
pendidikan dasar minimal harus berumur 7 tahun. Sementara, kebijakan
pendidikan yang diberlakukan oleh negara Indonesia masih menerapkan sistem
rangking dan tinggal kelas, kemudian untuk kualifikasi tenaga pendidik yang
digunakan sekurang-kurangnya minimal D4 dengan kualifikasi peserta didik
memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi
tertulis dari psikologi professional). Lebih lanjut, proses perekrutan seorang
pendidik juga masih sering diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga
banyak pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan background pendidikan.
Tahapan proses menjadi pendidik di Indonesia pun banyak kecurangan. Dengan
demikian, pemerintah Indonesia hendaknya bisa merumuskan kebijakan
pendidikan yang lebih efektif dan tepat sesuai dengan krakteristik, peluang, dan
tantangan pendidikan di Indonesia.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan
kenekaragaman etnis, budaya, ras, bahasa dalam masyarakatnya, maka perlu pula
pendidikan multikultural untuk mencegah terjadinya konflik ataupun perpecahan
akibat dari perbedaan yang beragam. Pendidikan multikultural sendiri memiliki
tujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang multikultural pada peserta
didik serta turut serta meminimalisir terjadinya perpecahan dan konflik.
Pendidikan merupakan bagian dari proses untuk “memanusiakan manusia” yang
dimana dalam hal ini, manusia itu mampu untuk memahami dirinya, orang lain,
alam, dan lingkungan budaya nya. Pengembangan kurikulum dengan
mengintegrasikan multikulturalisme hendaknya dilakukan oleh seluruh satuan
pendidikan di negara Indonesia dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran
sejarah.  Sehingga, dengan pemahaman dan pengajaran pendidikan
multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, maka diharapkan peserta didik

dapat menjunjung tinggi sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan
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Historic

toleransi antar sesamanya melalui materi-materi sejarah lokal yang berbasis

kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah itu sendiri.
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